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ABSTRAK

es mediasi dan pengucapan ikrar talak dalam perkara perceraian merupakan
es yang sakral dan harus dihadiri langsung oleh suami istri. Akan tetapi pada
yataanya ada proses mediasi dan pengucapan ikrar talak yang diwakilkan oleh
88 hukum dengan menggunakan Surat Kuasa Khusus Istimewa. Hal ini
pak pada persoalan legalitas dan akibat hukum dari surat kuasa tersebut agar
K menimbulkan cacat hukum terhadap proses yang diwakili. Tujuan Penelitian
adalah untuk menganalisis dan memahami legalitas dari Surat Kuasa Khusus
mewa pada perkara perceraian khususnya untuk pengucapan ikrar talak dan
ighadini mediasi di Pengadilan Agame Palembang Kelas IA dan untuk
nganalisis serta memahami akibat hukum dari pengucapan ikrar talak dan
mghadirt mediasi yang diwakilkan oleh kuasa hukum menggunakan Surat Kuasa
lusus Istimewa di Pengadilan Agama Palembang Kelas IA. Bentuk penelitian ini
alah Normatif, dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan,
endekatan kasus, pendekatan konseptual, dan bersifat preskriptif. Hasil analisis
lenunjukkan bahwa legalitas dari Surat Kuasa Khusus Istimewa yaitu sah menurut
ukum dan dapat digunakan dalam mediasi dan ikrar talak di Pengadilan Agama
alembang Kelas IA. Akibat hukum dari perwakilan mediasi dengan menggunakan
jurat Kuasa Khusus Istimewa yaitu dapat dilanjutkan ke dalam proses pengadilan
an untuk pengucapan ikrar talak yang diwakilkan dengan menggunakan Surat
Suasa Khusus Istimewa yaitu diterimanya proses pengucapan ikrar talak bagi
advokat yang mewakili dan bagi prinsipal sebagaimana aturan dari Pasal 18 Ayat
(3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi

di Pengadilan, dan Pasal 1 angka 1 dan 2 Undang-Undang Advokat Nomor 18
Tahun 2003.

Kata Kunci: Ikrar Talak, Mediasi, Perceraian, Surat Kuasa Khusus Istimewa

Pembimk Aama Pembimbing Pembantu

Qawatl S. H.. M.H

(. 198003082002122002 NIP. 1 8204132015042003
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Ketua Bagian Hukum Perdata
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap orang memiliki hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan
keberlangsungan keturunan dari perkawinan yang sah.! Perkawinan yakni suatu Hal
yang sangan penting bagi kehidupan manusia dengan adanya segala
konsekuensinya, Indonesia ialah negara hukum yang telah mengatur secara detail
tentang permasalahan perkawinan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahu 1974
tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam didasarkan pada Instruksi
Presiden No.1 Tahun 1991 mengenai Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam
pada Pasal 4 ayat (1) UUD 1945.

Pada Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan yang memberikan definisi
tentang perkawinan yakni “Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang
pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga
(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.?
Secara terminologis, perkawinan didefinisikan sebagai suatu perjanjian atau akad
yakni menghalalkan persetubuhan antara seorang pria dan wanita atau istimta’

(persetubuhan), kecuali dengan wanita yang dilarang atau sepersusuan.®

! Pasal 28 B Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2 Moch Insaeni, Hukum Perkawinan Indonesia, (Bandung:PT Refika Aditama, 2016), him.
35.

3 Mardani, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern, (Yogyakarta:Graha ilmu,
2011), him. 4.



Pada umumnya setiap suami istri menghendaki kehidupan rumah tangganya
bahagia, kekal dan sejahtera. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan
menyatakan bahwa pernikahan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah
tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tetapi
dalam perkawinan tersebut sering terjadi permasalahan yang berujung ke
perceraian. Perceraian didefinisikan menurut Pasal 38 Undang-Undang No. 1
Tahun 1974 adalah “putusnya perkawinan” Perceraian dibagi menjadi dua jenis
yaitu Cerai Talak, dan Cerai Gugat. Cerai Gugat yaitu perceraian yang diajukan
prosesnya oleh dan atas keinginan istri kepada pengadilan, yang dinggap terjadi dan
berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.* Sedangkan Cerai Talak ialah
perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisatif suami kepada
Pengadilan yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak
saat perceraian itu dinyatakan (diikrarkan) di depan sidang Pengadilan.®

Bagi masyarakat yang beragama islam dapat mengurus dan menyelesaikan
perkara perceraian di Pengadilan Agama sebagaimana dengan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Pengadilan Kelas 1A
Palembang juga melayani perkara perceraian, kasus perceraian seperti Cerai Gugat
dan Cerai Talak. Masyarakat sendiri ada yang dapat dikatakan sudah mengerti

hukum dan juga ada yang masih belum mengerti hukum, yang dimana pada kasus

* Muhammad Syaiffudin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan, Hukum Perceraian
(Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013), him 20.
> 1bid., him. 20.



perceraian, mereka menggunakan jasa Advokat atau Kuasa Hukum untuk
melangsungkan jalannya proses perceraian tersebut.

Dalam Pasal 1 ayat (1), Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang
advokat, dijelaskan Advokat adalah seorang yang berprofesi menyediakan jasa
hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang sudah memenuhi persyaratan
dengan berdasarkan ketentuan dari Undang-Undang. Beberapa Jasa Hukum yang
diberikan meliputi mewakili, menjalankan kuasa, membela, mendampingi,
konsultasi hukum, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum
kliennya sebagai penerima jasa hukum, sesuai ketentuan yang dimaksud pada Pasal
1 ayat (2), Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentang advokat. Dalam beracara di
pengadilan, baik di lingkungan peradilan negeri maupun di pengadilan agama, para
pihak yang bersengketa dapat menggunakan jasa advokat, baik sebagai kuasa
hukum atau sebagai konsultan hukum. Jasa advokat sangat dibutuhkan oleh orang
yang berperkara/klien di pengadilan, apalagi bagi orang yang tidak paham tata cara
beracara di pengadilan.®

Jasa bantuan hukum yang diberikan tidak hanya di dalam pengadilan akan
tetapi juga di luar pengadilan. Peranan dan fungsi bantuan hukum melalui advokat
yang terkait dengan hukum peradilan hukum Islam di Pengdilan Agama. Advokat
berwenang pada sisi kekuasaan yudisial dengan melakukan bantuan perwakilan

kepada masyarakat yang memerlukan jasa pembelaan hukum. Kewenangan

® Masna Yunita, “Peran Advokat di Pengadilan Agama: Studi di Pengadilan Agama Padang
Kelas IA”, Jurnal Penelitian dan Pegabdian, IAIN Imam Bonjol Padang, Sumatera Barat, Vol. 2,
No. 2, 2014, him. 194.



advokat ini tentu bertujuan agar masyarakat terhindar dari kesewenang wenangan
yang dilakukan oleh aparat hukum.’

Gugatan dapat dilakukan secara mandiri ataupun dengan kuasa. Jenis kuasa
sendiri terbagi menjadi beberapa jenis seperti, Kuasa Umum, Kuasa Khusus, Kuasa
Istimewa, dan juga Kuasa Perantara. Kuasa Umum dijelaskan dan diatur dalam
Pasal 1795 KUH Perdata. Menurut Pasal ini kuasa umum bertujuan untuk memberi
kuasa kepada seseorang yang mana untuk mengurus kepentingan si pemberi kuasa.®
Kuasa Khusus pada Pasal 1795 KUH Perdata menyebutkan, pemberian kuasa bisa
dilakukan secara khusus, yakni hanya mengenai satu kepentingan tertentu ataupun
lebih, hal inilah yang menjadi alasan atau landasan pemberian kuasa untuk
bertindak di depan pengadilan mewakili kepentingan dari pemberi kuasa sebagai
pihak Prinsipal.® Kuasa khusus merupakan kuasa yang berisi perbuatan atau
tindakan terbatas sesuai apa yang dikuasanya oleh si pemberi kuasa kepada si
penerima kuasa untuk bertindak dengan atas nama dari kepentingan pemberi
kuasa. Apabila penerima kuasa berbuat tindakan tindakan di luar kuasa yang
diberikan oleh pemberi kuasa, maka penerima kuasa bertanggung jawab akan akibat
hukum dari tindakan yang dilakukan.® Kuasa Istimewa di dalam Pasal 1796 KUH
Perdata mengatur tentang pemberian kuasa istimewa. Tentang seputar tindakan

yang boleh diwakilkan kepada kuasa istimewa hanya terbatas:*!

7 Tlhamnuddin Qasim, ”Analisis Keabsahan Kuasa Hukum Non Muslim: Studi Kasus
Perceraian di Pengadilan Agama Bandung ”, Jurnal Hukum dan Pengkajian Islam, Institut PTIQ
Jakarta, Cilandak, Vol. 1 No. 1, 2021, him. 50.

8 Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), him 6.

° Ibid., him. 7.

10 Abdullah Ahmad Mukhtarzain, Fetri Fatorina, Chamid Sutikno, “Legalisasi Surat Kuasa
Oleh KBRI (Analisis Putusan Kasasi Nomor 659 K/AG/2010 Terhadap Surat Kuasa Khusus Bagi
WNI di Luar Negeri”. Economics, Social, and Humanities Journal, Universitas Nahdlatul Ulama
Purwokerto, Purwokerto, Vol. 2, No. 2, 2023, him. 109.

1 1bid., him. 8.



1. Untuk memindahtangankan benda benda milik pemberi kuasa
2. Untuk membuat perdamaian dengan pihak ketiga
3. Untuk mengucapkan sumpah penentu atau sumpah tambahan.

Berdasarkan Pasal di atas dijelaskan bawha yang boleh mengucapkan
sumpah sebagai alat bukti, ialah hanya pihak yang berperkara secara pribadi, yang
berarti tidak boleh diwakilkan kepada kuasa, akan tetapi jika keadaan yang sangat
penting, seperti pihak yang berperkara sakit sehingga tidak bisa hadir?, maka
Hakim bisa memberikan izin kepada kuasa untuk mengucapkannya, dan untuk itu
kuasa ini diberi kuasa istimewa oleh prinsipal, dan prinsipal menyebut dengan jelas
kata sumpah yang akan diucapkan kuasa.

Surat Kuasa Istimewa dijelaskan pada Pasal 123 HIR hanya boleh diberikan
dengan bentuk surat yang sudah sah. R Soesilo menafsirkan dalam bentuk akta
otentik (akta notaris). Oleh sebab itu untuk pemberian kuasa istimewa agar sah di
mata hukum, haruslah dibuat dengan bentuk akta notaris, pada akta tersebut harus
dijelaskan dengan kata-kata jelas mengenai hal-hal apa yang akan dilakukan oleh
kuasa. Seperti halnya surat kuasa Kkhusus istimewa dapat digunakan untuk
perwakilan pengucapan lIkrar talak oleh kuasa hukum dari prinsipal, surat kuasa
khusus istimewa juga dapat sebagai kuasa hukum untuk mewakili mediasi dari
prinsipal, jikalau prinsipal sendiri memiliki hambatan yang serius atau penting yang
membuat prinsipal tidak bisa hadir karena alasan tertentu. Secara umum mediasi
dapat diartikan upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan
bersama melalui mediator yang bersikap netral, dan tidak membuat keputusan atau

kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang fasilitor untuk terlaksananya dialog

12 1bid



antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran dan tukar pendapat untuk
tercapainya mufakat.*®

Keuntungan dari proses mediasi ini adalah digambarkan sebagai proses
yang hati-hati, teliti, tidak mahal, dan prosedurnya sederhana. Prosesnya
memungkinkan para pihak untuk menerangkan apa yang menjadi inti kendala,
masalah, ataupun keinginan, dan harapanya tanpa berhadapan langsung dengan
pihak lawan. Mediator yang dikatakan boleh bersifat pasif dan netral dapat
bertindak menjadi pendengar yang baik dan membuat suatu pihak membuka tabir
masalah, hal mana yang tidak mungkin dan sulit kalau dilaksanakan diperadilan.
Pihak bersengketa akan melihat kepentingan serta kedudukan pihak lain dengan
pandangan yang berbeda.

Pada perkara perceraian terdapat proses mediasi yang dihadiri oleh prinsipal
yaitu suami dan istri. Mediasi merupakan suatu prosedur penengahan dimana
seseorang bertindak sebagai penengah untuk berkomunikasi antara para pihak yang
bersengketa, agar pandangan mereka yang berbeda atas sengketa tersebut dapat
dipahami dan kemungkinan untuk berdamai. Sehingga kehadiran prinsipal pada
proses mediasi sangat penting agar mediasi dapat berjalan dengan maksimal. Pasal
117 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan Talak ialah suatu ikrar suami di depan
sidang Pengadilan Agama yakni sebagai sebab putusnya berakhrirnya suatu
perkawinan. Pada dasarnya yang menjadi kekuatan hukum tetap pada perkara cerai

talak adalah pembacaan ikrar talak.'* Dengan demikian pengucapan ikrar talak

13 Adi Nugroho, Susanti, Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa (Jakarta
Selatan:PT Telaga llmu Indonesia:2009), him. 25.

1% Nur Ainun, “Suami yang Tidak Mengucapkan Ikrar Talak Pasca Penetapan Talak
(Analisis Putusan Nomor 298/Pdt. G/2017/Ms. Bna)”, Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan
Islam, Akhamul Usrah, Aceh, Vol. 1, 2022, No. 2, him. 5.



harus dilakukan oleh suami di hadapan hakim pengadilan. Namun dalam
kenyataanya ditemukan proses mediasi dan pengucapan ikrar talak yang diwakilkan
kepada kuasa hukum melalui surat kuasa khusus istimewa. Surat kuasa khusus
Istimewa pada ranah hukum memerlukan adanya legalitas agar dapat memiliki
kekuatan hukum. Legalitas merupakan keadaan sah atau keabsahan mengenai suatu
perbuatan atau benda yang diakui keberadaannya selama tidak ada ketentuan yang
mengatur. Seperti halnya pada kasus Putusan Nomor 2997/Pdt.G/2022/PA.Plg pada
berita acara sidang, Pemohon menggunakan Surat Kuasa Khusus Istimewa pada
saat pengucapan ikrar talak diwakilkan oleh Kuasa Hukum dari Pemohon. Putusan
Nomor 1713/Pdt.G/2023/PA.Plg. Pemohon menggunakan Surat Kuasa Khusus
Istimewa untuk Mediasi diwakilkan oleh Kuasa Hukum dari Pemohon, pada saat
mediasi tersebut, proses mediasi dilakukan melalui video call antara Mediator dan
Kuasa Hukum Pemohon. Berdasarkan uraian uraian di atas maka peneliti tertarik
untuk meneliti judul secara ilmiah lebih dalam tentang “KEABSAHAN SURAT
KUASA KHUSUS ISTIMEWA PADA PERKARA PERCERAIAN DI

PENGADILAN AGAMA PALEMBANG KELAS IA”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, maka rumusan

permasalahan yang akan dibahas dalam kajian penulisan ini sebagai berikut:



1. Bagaimana legalitas dari surat kuasa khusus istimewa pada perkara
perceraian khususnya untuk pengucapan ikrar talak dan menghadiri mediasi
di Pengadilan Agama Palembang Kelas IA ?

2. Bagaimana akibat hukum dari pengucapan ikrar talak dan menghadiri
mediasi yang diwakilkan oleh kuasa hukum menggunakan surat kuasa

khusus istimewa di Pengadilan Agama Palembang Kelas IA ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian ini
sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan memahami legalitas dari surat kuasa khusus
istimewa pada perkara perceraian khususnya untuk pengucapan ikrar talak
dan menghadiri mediasi di Pengadilan Agama Palembang Kelas IA.

2. Untuk menganalisis dan memahami akibat hukum dari pengucapan ikrar
talak dan menghadiri mediasi yang diwakilkan oleh kuasa hukum
menggunakan surat kuasa khusus istimewa di Pengadilan Agama

palembang Kelas 1A

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dicapai dari penelitian ini secara teoritis

dan secara praktis:



1. Manfaat Teoritis

Sebagai pengembangan ilmu hukum perdata yang diharapkan dapat

bermanfaat dan menjadi wawasan baru terkait keabsahan surat kuasa khusus

istimewa pada perkara perceraian khususnya pada legalitas dari surat kuasa

Kkhusus istimewa dan akibat hukum dari permohonan yang diajukan dengan

menggunakan surat kuasa khusus istimewa. Sebagai referensi ilmu

pengetahuan terkait keabsahan surat kuasa khusus istimewa pada perkara
perceraian khususnya pada legalitas dari surat kuasa khusus istimewa dan
akibat hukum dari permohonan yang diajukan dengan menggunakan surat
kuasa khusus istimewa untuk acuan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi masyarakat, dapat memberikan ilmu dan pemahaman terkait
keabsahan surat kuasa khusus istimewa pada perkara perceraian
khususnya pada legalitas dari surat kuasa khusus istimewa dan akibat
hukum dari permohonan yang diajukan dengan menggunakan surat
kuasa khusus istimewa.

b) Bagi Pemohon, sebagai ilmu yang memperjelas dan memperlurus terkait
legalitas dari surat kuasa khusus istimewa dan akibat hukum dari
permohonan yang diajukan dengan menggunakan surat kuasa khusus
istimewa.

c) BagiPengadilan Agama Palembang Kelas I A diharapkan dapat menjadi
masukan bahkan menjadi bahan pertimbangan tentang keabsahan surat
kuasa khusus istimewa pada perkara perceraian khususnya pada

legalitas dari surat kuasa khusus istimewa dan akibat hukum dari
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permohonan yang diajukan dengan menggunakan surat kuasa khusus

istimewa.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Peneliti membatasi pembahasan masalah yang akan diteliti dan ruang
lingkup penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan agar
penelitian tetap fokus pada tujuan dan dapat memberikan manfaatnya. Ruang
lingkup penelitian ini meliputi keabsahan dari surat kuasa khusus istimewa pada
perkara perceraian di Pengadilan Agama Palembang Kelas 1A terkhususnya pada
pengucapan lkrar Talak dan Perwakilan Mediasi yang menggunakan surat kuasa

khusus istimewa yang diharapkan dapat diketahui legalitas dan akibat hukumnya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah normatif,
Menurut Soerjono Soekanto, normatif merupakan penelitian hukum dengan
cara menelaah bahan hukum terhadap pengaturan pengaturan dan literature
terkait permasalahan yang diteliti.'® Penelitian ini didukung dengan data dan
informasi langsung ke lapangan (field research) melalui wawancara dengan
hakim terkait di Pengadilan Agama Palembang.
2. Pendekatan Penelitian

a) Pendekatan PerUndang-Undangan (StatuteApproach)

15 Sperjono Soekanto dan Sri Mamudja, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan
Singkat), Rajawali Pers, Jakarta, 2001, him. 13-14.
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Pendekatan PerUndang-Undangan ini merupakan pendekatan yang
dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan peraturan yang
bersangkut paut dengan permasalahan yang dibahas.® Pada penelitian
penulis menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta peraturan turunananya
yang lebih spesifik mengatur mengenai keabsahan surat kuasa khusus
istimewa pada perkara perceraian khususnya pada permasalahan
penulisan ini yaitu mengenai legalitas dan akibat hukum dari surat
kuasa khusus istimewa jika digunakan oleh kuasa hukum dari pemohon
pada perwakilan pengucapan ikrar talak dan perwakilan pada saat
menghadiri mediasi.
b) Pendekatan Kasus (Case Approach)

Pendekatan kasus ini guna untuk mempelajari penerapan norma dan
kaidah hukum yang dilakukan oleh praktik hukum dan memperoleh
gambaran mengenai dampak dalam suatu aturan hukum dalam praktik
hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan
dalam eksplanasi hukum.” Pada penelitian ini penulis menggunakan
Kasus Putusan Nomor 2997/Pdt.G/2022/PA.Plg, yang dimana pada
berita acara sidang, Pemohon menggunakan Surat Kuasa Khusus
Istimewa yang mana pengucapan ikrar talak nya akan diwakilkan oleh
Kuasa Hukum dari Pemohon. dikarenakan Pemohon berhalangan/tidak

bisa hadir karena mempunyai urusan penting yang mendesak. Dan

16 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Prenada Media Grup, Jakarta, 2007,
him. 93.

7 Fajar Muchti dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif &
Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, him. 185-192.
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Putusan Nomor 1713/Pdt.G/2023/PA.Plg. yang mana Pemohon juga

menggunakan Surat Kuasa Khusus Istimewa untuk Mediasi nya

diwakilkan oleh Kuasa Hukum dari Pemohon.

3. Bahan Penelitian Hukum

Adapun bahan penelitian hukum sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

a)
b)

d)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1)
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4611)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 2009
Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 Tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5078)
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g) Undang-Undang Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang
Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
49)
h) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan
i) Kompilasi Hukum Islam.
J) Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR)
2) Bahan Hukum Sekunder
Bahan Hukum Sekunder untuk penulisan skripsi ini yaitu semua
publikasi tentang hukum yang bukan termasuk dokumen-dokumen resmi.
Publikasi tentang hukum yang disebut dapat meliputi buku-buku teks,
kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, maupun komentar-komentar
atas putusan pengadilan.'® Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum
pelengkap yang sifatnya tidak mengikat tetapi tetap ada hubungan dengan
bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder pada penelitian hukum ini
adalah:
1. Buku-buku hukum
2. Hasil penelitian
3) Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier dalam penelitian hukum normatif adalah
sumber-sumber hukum yang tidak memiliki kekuatan mengikat dan tidak

langsung terkait dengan topik yang diteliti, tetapi dapat memberikan

18 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Cetakan ke-8,

(Jakarta: Kencana, 2017), him. 181.



14

pemahaman yang lebih luas tentang topik yang diteliti. Bahan hukum tersier
dapat berupa kamus, ensiklopedia, dan lainnya yang membahas topik yang

sama atau terkait dengan topik yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum atau juga bisa disebut dengan teknik
pengumpulan bahan hukum pada umumnya dapat dilakukan dalam berbagai
setting, berbagai sumber, dan berbagai cara.'® Teknik pengumpulan data yang
digunakan dalam penelitian penulisan skripsi ini menggunakan teknik studi
kepustakaan menghimpun informasi yang relevan dengan permasalahan yang
diteliti, dapat diperoleh dari buku, jurnal, karya ilmiah dan sumber sumber

tertulis lainnya.?

5. Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan hukum sudah terkumpul guna memecahkan permasalahan
dalam penelitian ini, maka dilakukan analisis menggunakan pendekatan
PerUndang-Undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual dan bersifat
preskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara utuh dan mendalam
tentang keabsahan surat kuasa khusus istimewa terkhususnya pada Perkara
Putusan Nomor 2997/Pdt.G/2022/PA.Plg, yang dimana pada berita acara
sidang, Pemohon menggunakan Surat Kuasa Khusus Istimewa yang mana

pengucapan ikrar talak nya akan diwakilkan oleh Kuasa Hukum dari Pemohon.

19 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D, (Bandung: Alfabeta
CV, 2009), him. 225.

20 Widodo, Metodologi Penelitian Populer dan Praktis, Depok: Rajagrafindo Persada,
Cet ke-2, 2018, him. 75.
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dikarenakan Pemohon berhalangan/tidak bisa hadir karena mempunyai urusan
penting yang mendesak. Dan Putusan Nomor 1713/Pdt.G/2023/PA.Plg. yang
mana Pemohon juga menggunakan Surat Kuasa Khusus Istimewa untuk
Mediasi nya diwakilkan oleh Kuasa Hukum dari Pemohon.

Pendekatan preskriptif ialah tipe pendekatan dalam studi yang bertujuan
memberikan saran atau rekomendasi terkait cara menghadapi permasalahan
tertentu. Dalam konteks penelitian hukum, pendekatan preskriptif mencakup
aspek hukum yang bersifat normatif dan berusaha untuk mengusulkan solusi
atau rekomendasi mengenai bagaimana hukum seharusnya digunakan atau
diterapkan untuk mengatasi masalah tertentu. Pendekatan ini tidak hanya fokus
pada penjelasan atau pemahaman situasi, melainkan juga berupaya memberikan
petunjuk mengenai tindakan yang harus diambil.?> Dengan menerapkan
pendekatan preskriptif, peneliti dapat memberikan kontribusi yang lebih aktif
dalam pengembangan hukum, pembentukan kebijakan, atau memberikan
pedoman praktis dalam menangani permasalahan hukum tertentu. Pendekatan
ini menggabungkan pemahaman yang mendalam tentang hukum dengan upaya
konstruktif dalam menyelesaikan atau menghadapi permasalahan hukum yang

muncul di masyarakat.

6. Metode Penarikan Kesimpulan

21 | Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikassi
Teori Hukum, Cet ke-2, Prenada Media group, 2016, him. 88.
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Metode penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan
metode induktif. Metode induktif menarik kesimpulan yang berpola khusus ke
umum, maksudnya metode ini dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa yang
konkrit kemudian dari fakta dan peristiwa tersebut ditarik kesimpulan yang

bersifat umum.?2

22 Sutrisno Hadi, Metodologi Researh I1, Cet ke-16, Yayasan Penerbitan Fak. Psikologi
UGM, Yogyakarta, 1987, him. 36.
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